SANKSI  BAGI PEMAKAI  JASA PROSTITUSI ONLINE by Wahid, Eriyantouw
SANKSI  BAGI PEMAKAI  JASA PROSTITUSI ONLINE 
Eriyantouw Wahid 
Dosen FH Universitas Trisakti 
eriyantouw@trisakti.ac.id 
 
ABSTRAK 
Perbuatan menggunakan jasas pekerja sek komersial adalah suatu pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi. Tema 
Pengabdian kepada masyarakat ini, menjadi kompleks apabila dilakukan melalui online. Dengan cara memesan 
orang yang menjajakan diri. Dengan melakukan penyuluhan dan posbakum, dapat diketahui tingkat kesadaran 
masyarakat terhadap perbuatan yang terjadi disekitarbnya. Metode penyuluhan dan posbakum dilakukan, serta 
menyebarkan angket untuk mendapatkan masukan tentang peserta, yang merupakan masyarakat. Di daerah-daerah 
Indonesia, banyak terdapat peraturan daerah yang melarang melakukan perbuatan memakai jasa PSK. 
Ancamannya merupakan penjatuhan sanksi pidana kurungan dan denda.Peserta merespon dan menyadari 
perbuatan yang dilarang dengan sanksi yang berupa kurungan atau denda.  
Kata kunci:  Sanksi, Pemakai jasa prostitusi online. 
 
I. PENDAHULUAN 
Di rasakan ketidak adilan dan tidak ada kepastian hukum selama ini, dimana pemakai jasa dalam kasus-kasus 
prostitusi online selama ini tidak dikenakan sanksi pidana, sedangkan pelaku, yaitu orang yang memudahkan 
terjadinya transaksi pemakaian jasa prostitusi dan orang yang menjajakan dirinya atau orang yang memberikan 
pelayanan seks) di tangkap kemudian dijatuhi sanksi pidana. Dalam arti pelaku diancam pidana penjara dalam 
KUHP maupun UU ITE (UU UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transakdi elektronik jo UU No. 19 Tahun 
2016 tentang perubahan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Timbul pertanyaan 
apakah peraturan Indonesia hanya melarang terjadinya prostitusi atau pekerja seks komersial saja dan 
penyediannya? Sedangkan orang menjadi pekerja seks komersial karena pasti ada pemakai jasanya.  
Orang yang menjadi pekerja seks komersial memiliki berbagai macam latar belakang. Seperti: karena tidak 
punya uang, dipaksa/ di perjual belikan.  
 
II. PERMASALAHAN 
1. Dalam rangka mensosialisasikan Peraturan mengenai sanksi pidana dalam kasus prostitusi online, guna 
memberikan pengetahuan dan pemahaman yang jelas dan berguna.  
2. Dalam rangka mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengetahuan mengenai Prostitusi online dalam 
hal kehidupan sehari-hari dengan mensosialisakan KUHP, UU No 11 tahun 2008 tentang Transaksi elektronik 
jo UU No 19 Tahun 2017 tentang perubahan UU No 11 tahun 2008, dan Peraturan Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta no. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. 
3. Minimnya dan kurangnya pengetahuan masyarakat  tentang Penjatuhan sanksi pidana bagi pemakai jasa 
prostitusi online, masyarakat akan dapat mengetahui sikap dan tindakan yang harus diambil, dalam suatu 
kasus yang berhubungan dengan prostitusi online. 
 
III. TUJUAN KEGIATAN 
1. Guna melaksanakan Tri Dharma PerguruanTinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat sebagai program 
kegiatan dari pendidikan dan pengajaran, dengan memberikan penyuluhan dan bantuan hukum yang 
memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, dapat mengena pada sasaran; 
2. Memberikan pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan tentang penjatuhan sanksi 
bagi pemakai jasa prostitusi/ PSK melalui online. 
 
IV. MANFAAT KEGIATAN 
1. Bagi peserta penyuluhan, akan mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai peraturan tentang 
prostitusi online, termasuk sanksi pidananya bagi pemakai jasa. 
2. Bagi Dosen yang memberikan penyuluhan, sosialisasi dan posbakum, akan mendapat umpan balik 
sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan, guna menambah bahan kajian dalam mata kuliah 
terlkait dan bahan materi bagi penelitian lebih lanjut. 
V. TINJAUAN PUSTAKA 
Selama ini tidak ada Pasal KUHP yang dapat digunakan untuk menjerat pemakai jasa PSK, namun hanya 
berlaku hukum kebiasaan atau adat yang ada di suatu tempat. Hal ini disebabkan KUHP tidak mengatur pemakai 
jasa PSK. Hanya mengatur sebagai perbuatan yang dilarang menjadi PSK dan menjadi Mucikari.  
Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia PSK/germo/muncikari berdasarkan 
ketentuan Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP.  
Pasal  27 ayat (1)jo 45 ayat (1)  UU ITE menyatakan bahwa : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa: 
“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat 
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar 
kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. “ 
Dalam kasus prostitusi online, kemungkinan untuk ketahui oleh pihak yang dirugikan sangat sedikit. Karena 
itu tidak memungkinkan semua orang yang dirugikan untuk melakukan pengaduan.  
Namun demikian, di dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, disebutkan dalam 
Pasal 42 ayat (2): 
“Setiap orang dilarang: 
a. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; 
b. menjadi penjaja seks komersial; 
c. memakai jasa penjaja seks komersial”. 
Sanksi yang dapat dikenakan terhadap orang yang melanggar ketentuan ini dikenakan ancaman pidana 
kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 500 ribu dan paling banyak 
Rp. 30 juta. 
Orang yang menyuruh disini adalah melakukan perbuatan dengan menggunakan alat, alatnya adalah manusia 
yang tidak mampu bertanggung jawab. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Orang yang 
memfasilitasi adalah mereka yang menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan perbuatan tersebut. Orang 
yang membujuk adalah orang yang dengan janji, imbalan, paksaan, ancaman kepada orang lain untuk melakukan 
tindak pidana. Serta orang yang memakai jasa PSK, adalah mereka yang menyetujui atau sepakat untuk memakai 
jasa PSK atau sedang atau sudah memakai jasa PSK.  
Ancaman yang berbeda di atas menunjukan bahwa, perbuatan menjadi PSK merupakan suatu tindak pidana, 
sedangkan memakai jasa PSK adalah tindak pidana.  
Dengan menggunakan media dunia maya. Maka telah terjadi penyelahgunaan jaringan elektronik. 
Penggunaan jaringan elektronik untuk kejahatan, dapat dikenakan sanksi yang lebih berat daripada sanksi yang 
terdapat dalam KUHP.  
Sedangkan ancaman bagi pengguna jasa PSK dapat dikenakan  Pasal 284 KUHP. Pasal 284 KUHP 
menjatuhkan sanksi kepada pelakunya zinah. Zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki laki dan 
perempuan yang telah kawin dengan laki-laki atau perempuan yang bukan isteri atau suaminya. 
Di dalam UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No 19 Tahun 2016 , tidak diatur tentang larangan menggunakan jasa 
PSK. Begitu pula didalam UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi.  
 
VI. METODE PENGABDIAN 
Penyampaian materi penyuluhan dengan cara memberikan kuis tentang kasus-kasus viral yang berhubungan  
dengan obyek PKM. Pertama disampaikan dalam bentuk ceramah dan kemudian tanya jawab. Serta diskusi 
mengenai suatu situasi dan kondisi. Di sela-selanya dapat dilakukan tanya jawab bagi kasus  hukum yang beragam, 
karena posbakum. Setelah dilakukan diskusi, peserta diberikan lembar kuesioner, untuk menjawab pertanyaan yang 
berhubungan dengan tema yang di berikan. Dari jawaban peserta di dapatkan masukan dan atau usulan yang dapat 
menambah wawasan penyuluh dan tim posbakum. 
 
VII. HASIL  DAN PEMBAHASAN 
Setelah dilakukan penyuluhan dan diskusi serta tanya jawab, didapatkan bahwa terdapat peraturan lain yang 
mengatur tentang prostitusi, yaitu dalam Peraturan daerah Aceh atau Qanun No 6  Tahun 2014 tentang Hukum 
Jinayat. Pasal 33 : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan uqubat hudud 
cambuk 100 (seratus) kali”. Pezina ghairu muhsan adalah pezina yang sudah menikah. Jika dilakukan berulang-
ulang, maka selain dicambuk, pelaku juga dikenakan sanksi untuk membayar sejumlah uang. Yaitu seharga emas 12 
gram atau subsider pidana penjara 12 bulan.  
Selain itu terdapat Peraturan daerah Pariaman  No. 10 Tahun 2013 tentang perubahan Perda No 3 tahun 2006 
tentang pencegahan, penindakan, pemberantasan penyakit masyarakat dan masksiat. Di dalamnya diatur tentang 
perbuatan maksiar, termasuk perjudian, pornorgrafi, narkotika dan Psikotropia; minuman keras, jasa pornografi; 
mucikari, menjajakan diri, menyediakan tempat untuk maksiat. Sanksi adalah pidana kurungan dan denda.  
Dalam Pasal 33 Peraturan daerah Pariaman No. 10 tahun 2013, dilarang menjadi penjaja seks komersial; 
menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial, memakai jasa 
penjaja seks komersial. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks 
komersial; memakai jasa penjaja seks komersial. Diancam dengan:  
a.Teguran lisan; 
b. Peringatan tertulis;  
c. Penggantian pohon;  
d. Penertiban;  
e. Penghentian sementara dari kegiatan;  
f. Denda administrasi; dan/atau  
g. Pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan. (Pasal 14 ). 
Peraturan daerah Kabupaten Pasuruan No. 7 Tahun 2017 tentang Penangulangan pelacuran. Di dalam Pasal 14 
diatur larangan:  
a. menjalankan pekerjaan dan atau profesi sebagai pelacur;  
b. menggunakan jasa pelacur;  
c. melakukan, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan, menawarkan 
dan atau menggerakan orang lain yang dapat mengakibatkan perbuatan pelacuran.  
Diancam dengan pidana kurungan yaitu 3 bulan atau denda maksimum Rp. 50. 000.000,- (Lima puluh Juta 
rupiah. Selain pidana kurungan juga dikenakan sanksi administrasi, yaitu:   
a. Teguran lisan 
b. Teguran tertulis; 
c. Penghentian sementara kegiatan; 
d. Pencabutan sementara izin; 
e. Pencaburan tetap izin; 
f. Pencabutan tetap izin; 
g. Denda administrasi dan atau  
h. Sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Perbuatan memakai jasa PSK merupakan suatu pelanggaran, yang diancam dengan pidana kurungan atau 
denda. Masyarakat baru mengetahui jika sudah ada peraturan yang diumumkan. Selama ini masyarakat hanya 
mengetahui dari agama dan atau dari orang tua tentang pekerjaan sebagai penjaja seks. Dianggap tidak pantas dan 
tersela. Namun demikian harus dapat diketahui, bahwa mereka yang terjebak di dalam perbuatan tersebut, ada 
kemungkinan karena kemiskinan , diperdagangkan atau karena ingin mengikuti gaya hidup yang tidak terjangkau 
dengan penghasilan yang pas-pasan. Apabila terindikasi adanya perdagangan manusia dan adanya upah, maka 
indikasinya adalah adanya kekerasan dan atau ancaman kekerasan, maka hal ini bertentangan dengan hak asasi 
manusia.  
Namun apabila ada kemauan sendiri hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih dari cukup, maka 
sudah menjadi pengetahuan umum, adanya penjaja seks online merupakan kejahatan , yang diatur dalam UU ITE 
dan dikenakan pidana penjara dan denda. Pemakai jasa dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan daerah, dimana 
locus dan tempus delictie dilakukan.  
Laporan dilakukan oleh masyarakat, sangat membantu aparat, untuk mencegah dan menangkap pelaku penjaja 
seks, dan pemakai jasanya. kemudian pelaku akan diperiksa aparat yang berwenang dan dapat juga pemakai jasa 
seks diadukan oleh isteri/ suami korban. Sehingga pemakai jasa dapat dipidana, karena telah melakukan 
perzinahan.(Pasal 284 KUHP). 
 
VIII. SIMPULAN 
Dari hasil angket, dapat diketahui, peserta penyuluhan dan posbakum merasakan manfaat dari pada kegiatan 
pengabdian. Banyak pertanyaan yang di berikan dan jawaban angket yang menunjukan tingkat pengetahuan masing-
masing peserta, tingkat kesadaran, usulan dan wawasan peserta, yang menambah pengalaman dan pengetahuan 
tentang kesadaran akan pentingnay pengetahuan, yang dapat dari kegiatan penyuluhan dan posbakum.  
 
 
Daftar Pustaka 
Peraturan Perundang-undangan 
KUHP 
UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . 
UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.  
UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.  
Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. 
Peraturan Daerah Aceh atau Qanun No 6  Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. 
Peraturan Daerah Pariaman  No. 10 Tahun 2013 tentang perubahan Perda No 3 tahun 2006 tentang pencegahan, 
penindakan, pemberantasan penyakit masyarakat dan masksiat. 
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 7 Tahun 2017 tentang penangulangan pelacuran. 
 
